BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG
NOMOR :04$ /HK.01.01/K.JT-23/9/2023

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Di BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

bahwa telah dilantik Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Semarang periode 2023 - 2028, dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang
tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten
Semarang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4286;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009,
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tentang -Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.C0AII/2020 Tanggal 26
Maret 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemillihan Umum tentang
Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-
2028, Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI BAWASLU KABUPATEN SEMARANG;

Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Semarang;

Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Semarang
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdapat dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Keputusan ini;



KETIGA : PPID Bawaslu Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina PPID bertugas :

a.
b.
C.

d.

Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi
pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

memberikan  persetujuan terhadap pengklasifikasian
Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;

memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk
disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan
pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam
Laporan Layanan.

2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada
PPID mengenai:

P o0 T

Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
pefaksanaan Pengujian Konsekuensi;

pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
penyusunan Daftar Informasi Publik;

penyusunan Laporan Layanan; dan

penanganan Sengketa Informasi Publik;

3. Atasan PPID bertugas :

a.

b.

Melakukan  pengawasan dan evaluasi terhadap
implementasi keterbukaan Informasi Publik;

Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan
Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi
Publik;

Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan ofeh
Pemohon Informasi; dan

. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di

Komisi informasi.

4. PPID bertugas :

a.
b.

C.

Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan
dengan keterbukaan Informasi Publik;

Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi
Publik;

menyediakan, mengumumkan, danfatau memberikan
Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya
kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan
Peraturan Badan ini;

membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai
dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan
laporan kepada Komisi Informasi;

menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu
danfatau Pemilihan;

melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang
berpotensi dikecualikan;

menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan
Bawaslu;

mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan
pengelolaan Informasi Pubiik;

melakukan pengembangan kompetensi  mengenai
keterbukaan informasi Publik;

mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi
Publik; dan

membuat Laporan Layanan serta ~menyampaikan



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan, Yth :

salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

a. melayani permohonan Informasi yang meliputi :

1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan
Informasi;

3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada
pejabat bidang Dokumentasi;

4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon
atas persetujuan PPID;

5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada
Pemohon atas persetujuan PPID; dan

6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan
kepada Atasan PPID.

b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1
(satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon,
subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam
pelayanan Informasi; dan

¢. membantu PPID membuat Laporan layanan.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini di bebankan kepada Surat Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Tengah;

Pada saat ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Provinsi
Jawa Tengah Nomor : 12/HK.01.01/K.JT-23/7/2022 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 14 September 2023

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengabh;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)

3. Arsip



Lampiran

Nomor
Tanggal

SUSUNAN KEANGGOTAAN

. Surat Keputusan Ketua Bawaslu

Kabupaten Semarang
:04% /HK.01.01/K.JT-23/9/2023

Y September 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

NO NAMA JABATAN PPID
1 2 3 4
: Ketua Bawaslu Kabupaten .
1. | Agus Riyanto, S.P., S.H. Semarang Pembina PPID
Ny Anggota Bawasiu : .
2. | Ummi Nu'amah, S.Pd. Kabupaten Semarang Tim Pertimbangan PPID
. Anggota Bawaslu ; :
3. | Nurkus Budiyantomo, S.H. Kabupaten Semarang Tim Pertimbangan PPID
i Anggota Bawaslu . :
4. | Fithriyah, S.Pd. Kabupaten Semarang Tim Pertimbangan PPID
] Anggota Bawaslu . .
5. | Muharom Al Rosyid, S.Pd. Kabupaten Semarang Tim Pertimbangan PPID
. Kepala Sekretariat
Marjiono, S.H.
6. NIP. 19730616199303 1 007 gawasiu Kabupaten Atasan PPID
emarang
A Kasubag Administrasi
Sri Widodo, S.H.
7. NIP. 19870725200604 1 001 Bawaslu Kabupaten PPID
Semarang
8 Sony Surya Prayoga, S.H. Staf Bawaslu Kabupaten Petugas Pelayan
" | NIP. 198701052022031001 Semarang Informasi
] ; Staf Teknis Bawaslu Petugas Pelayan
9. | Khoindl Limam, .51 Kabupaten Semarang Informasi
. Staf Teknis Bawasiu Petugas Pelayan
10. | Muhamad Budi Purwanto, S.H. Kabupaten Semarang Informasi
: Staf Teknis Bawaslu Petugas Pelayan
11. | Muhlasin, S.Kom. Kabupaten Semarang Informasi
12. | Ego Fahrizal, S.H. Staf Teknis Bawaslu Petugas Petgyan
Kabupaten Semarang Informasi

Ditetapkan di
Pada Tanggal

- Ungaran
- \{ September 2023

KEDUDUKAN DALAM




